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ABSTRAK

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang
sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh
dan menjamur segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari Bank
Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi.
ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang
menggunakan label syariah, maka penyelesaiannyapun harus
dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam, dalam
hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat urgent
untuk dibahas guna menemukan kepastian hukum, karena berdasarkan
pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 menyatakan jika setiap warga
negara berhak memperoleh kepastian hukum. Dan dalam perkara
sengketa ekonomi syariah masih belum diketemukan kepastian hukum
tersebut dikarenakan penulis masih menemukan beberapa putusan
yang masih diadili di Peradilan Umum. Persoalan tersebut tidak
hanya kontroversial tetapi juga sangat menarik untuk dikaji bagi
perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam.

Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai:
Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , Dalam hal ini Penulis
mencoba untuk mencari dan menganalisis Putusan Sengketa Ekonomi
Syari’ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah. Untuk mengetahui
Bagaimana Kewenangan Mengadili sengketa ekonomi syariah
sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan
Bagaimana Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syari’ah pada
Pengadilan Negeri di Jawa Tengah pasca putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Adapun Metodologi Penelitian
menggunakan Penelitian Hukum. Dengan menggunakan Jenis
Penelitian Normatif, Sedangkan Pengumpulan datanya menggunakan
dokumentasi, Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan
Metode Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (Case
Approach) serta Pendekatan Undang Undang (Statue Approach).

Adapun Hasil Penelitian Bahwa Perkara Sengketa Ekonomi
Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
menjadi Kompetensi Absolute Pengadilan Agama. Namun masih ada
perkara sengketa ekonomi syariah yang gugatannya diajukan ke
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Pengadilan Negeri Dalam rentan waktu pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut diterbitkan hingga Tahun 2016 yaitu putusan
7/Pdt.G/2015/PN.Dmk,32/Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/ 2015/PN.
Pkl, 75/ Pdt.G/2014/PN.Krg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg Yang akhirnya
penulis simpulkan jika gugatan tersebut tidak tepat (In Appropriate)
apabila diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri masih
merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi
syariah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan panduan dalam transliterasi dari arab ke latin dalam
penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan
Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan
Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987
No0.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

1. Konsonan Tunggal

No Huruf Arab Latin
1 ! Tidak dilambangkan
2 < b
3 < t
4 & $
5 c j
6 d h
7 d kh
8 4 d
9 3 Z

10 J r

11 J z

12 o S

13 o sy

14 ol $

15 ol d

16 b t

17 & z

18 4 ¢

19 ¢ g

20 o f

21 d q

22 4 k

23 J |

24 2 m

25 O n

26 3 w

27 N h

28 s ’

29 ] Y
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2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan

karena sebab dimasuki harokat Tasydid atau dalam keadaan
Syaddah dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua
huruf tersebut.

Contohnya: (pdiaia

3. Ta’marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan

ta’ Marbubah diantaranya sebagai berikut:

a.

b.

Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka
penulisan ta’ marbubah diambangkan dengan h.

Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang
merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis
dengan ketetntuan menyambung tulisan dengan menuliskan
ta’ marbubah dengan huruf ta’ dengan menambahkan vocal.
Contohnya: 4 4 ditulis dengan Ni* matullah

Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari
kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata
serta dilambangkan dengan huruf h.

4. Vocal

Harokat fat’ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu

harokat) dalam pedoman transliterasi dilambangkan dengan”

a. Fat’ah ditulis dengan huruf a, contohnya: << ditulis
dengan kataba

b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: <, ditulis
rakiba

¢. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: (s
hasuna

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman

transliterasi disebut sebagai berikut ini:

a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung
dengan a.

Contohnya: J3 ditulis dengan Hilal.

b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya’ mati
dilambangkan dengan 1.

Contohnya: = ditulis ‘Alim.
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c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati
dilambangkan dengan 1.
Contohnya: «x ditulis kaifa
Jsa ditulis dengan haula
Vocal yang berurutan dalam satu kata
Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang
berurutan dalam satu kata. Contohnya: a% §i a ‘antum
Kata sandang Alif dan Lam
Huruf lam diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan
syamsiyah maka dihilangkan al nya diganti dengan huruf
syamsiah tersebut seperti contoh berikut: g« ditulis dengan as-
Syams. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka
penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya. Contohnya : &l
ditulis al-Qamr
Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bila
ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.
Contohnya: ¢ag Al 3 ditulis dengan zawwilfuru’ atau zawi al
furtd.
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